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KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR 

NOMOR : KEP- 27A/N.2.12/Cr.3/01/2025  

TENTANG 

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR 

TAHUN 2025 

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan 

Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana 

Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 

maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri 

Lombok Timur Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Kejaksaan Negeri Lombok Timur tentang Perjanjian Kinerja 

Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6755); 

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
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97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 67); 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1842); 

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung 

Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448); 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 930); 



 

 

9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 

10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 

11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 

Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis 

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR 

TENTANG PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI 

LOMBOK TIMUR TAHUN 2025. 

KESATU : Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 

2025 merupakan lembar atau dokumen yang berisi 

penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan 

unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program atau 

kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 

KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 

terdiri atas: 

a. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur 

selaku Pimpinan Satuan Kerja. 

b. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV dibawah 

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur. 

KETIGA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 

2 paling sedikit memuat pernyataan untuk mewujudkan 

suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dengan ketentuan: 

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri 

Lombok Timur ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan 

Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku atasan langsung; 

b. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV 

Kejaksaan Negeri Lombok Timur ditandatangani oleh 

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur selaku atasan 

langsung. 



 

 

KEEMPAT : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3 

disusun dalam 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan perjanjian 

kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. 

 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di : Selong 

 Pada tanggal : 30 Januari 2025 

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR, 

 
 

 

HENDRO WASISTO, S.H., M.H. 

Jaksa Madya NIP. 198006282006031001 

 

Tembusan: 

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat 

2. Wakil Kepala Kejaksaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat; 

3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat; 

4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat; 

5. Arsip. 

 

 

 

 

 






























































